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WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4273);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
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10.

11.

12.

13.

un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

‘k Indonesia Nomor 4355);
geia:: I—TJ?SZEI;INomor 33 Tahun 2004 tentang
P:rimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dafn
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);'
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Indonesia Tah

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia&
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Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 N01:nor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tcntar}g
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentan'g
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

22. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012

Nomor 11);

14.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON 4
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018. ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai
berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 669.613.891.355,00
2.Belanja Daerah Rp. 691.401.988.578,00 )
Surplus/ (Defisit) Rp. (21.788.097.223,00)
3.Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 23.788.097.223,00
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 21.788.097.223,00 )
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan  Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 46.769.742.090,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 563.327.634.000,00

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 59.516.515.265,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 25.633.962.090,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.882.782.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 1.898.600.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 10.354.397.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 23.229.690.000,00
sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 401.366.876.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 138.731.068.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp.  8.697.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 17.819.315.265,00
¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah Rp. 25.000.000.000,00
d. Pendapatan Lainnya Rp 8.000.000.000,00
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Pasal 3
gaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Rp. 273.780.716.696,00
Rp. 417.621.271.882,00

(1) Belanja Daerah seba
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

(2) Belanja tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :

Belanja Pegawai scjumlah Rp. 265.170.199.728,00

Qa

b: Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.712.008.888,88
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah o Rp. 250.000.000,
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa
sejurri)lah / Rp. 1.648.516.968,00

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 59.359.379.000,00
b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp. 171.439.863.684,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 186.822.029.198,00
Pasal 4 .
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 23.788.097.223,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan : t
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 23.788.097.223,00
(38) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp.  2.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

_ Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

S. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI _ Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 4,
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7. Lampiran Vil Daftar Piutang Dacrah; '

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Dacrah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran Xl  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran Xlll  Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. §,

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS D El}éﬂ,

HARQLD V. LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 50

NOREK PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA
(10/20170

Dipindai dengan CamScanner



LampiranI  Peraturan Daerah
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 27 December 2017
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
JUMLAH
URAIAN
3
2
669.613.891.355,00
. PENDAPATAN AH 46,769.742.090,00
SLI DAER ! Haih it At
;! PENDAPATAN A 25.633.962.090,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 8.882.782.500,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah etk 1.898.600.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.354.397.500.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah . phint Ll
563.327.634.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN . 5_229_ 69—0 60_0_0_({
23.229.690.000,
i Hasil Paj i Hasil Bukan Pajak
AL e el i
o .731.068.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus mE s ,1,38 .731. 06_ SE Nio¥er=
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 59.516.515.265,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 8.697.20(;.2(6)(;,22
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 17.819.315.265, .
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 25.000.000.000,0
1.3.6 Pendapatan Lainnya 8.000.000.000,00
2 BELANJA ~ 691.401.988.578,00
2.1 BELANJATIDAK LANGSUNG | 273.780.716.696,00
2.1.1 Belanja Pegawai 265.170.199.728,00
2.1.4 Belanja Hibah 5.712.000.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 250.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.648.516.968,00
2.1.8 Betanja Tidak Terduga o _1_00(2(_)(20000,_00
2.2 BELANJA LANGSUNG 417.621.271.882,00
2.2.1 Belanja Pegawai 59.359.379.000,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.439.863.684,00
2.2.3 Belanja Modal 186.822.029.198,00
SURPLUS / (DEFISIT) (21.788.097.223,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH L _2:_3.788.097.223,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya L _2§.ﬂ7i_38.0§7—.?:273,_0_0-
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH o ?.999.900.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2'000_000.60’0:0'0

PEMBIAYAAN NETTO

21.788.097.2:23,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

ALIK

)

0

mber 2017
HON

EMAN
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